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IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2014

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya pelaku usaha yang sudah
memenuhi syarat sebagai wajib pajak namu belum melakasakan ketentua sesuai
dengan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran dan
samping itu juga kurangnya pengawasan dan pendataan terhadap restoran atau
rumah makan yang baru dan yang telah lama, sehingga juga dapat mengurangi
pemasukan kepada PAD. Oleh karena itu perlunya sebuah penelitian terhadap
permasalahan tersebut khususnya mengenai 1) Implementasi peraturan daerah
nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran di kota Palangka Raya 2) Akibat
hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan daerah nomor 20
tahun 2014 di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan
metode yuridis Empiris, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya
nomor 20 tahun 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang Pegawai Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan di tambah 3 informan dari pelaku usaha
pemilik rumah makan dan cafe. Untuk pengabsahan data yang digunakan adalah
teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan collection,
reduction, display dan conclusions.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih ada pelaku
usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun tidak melaksanakan
kewajibannya tersebut seperti SM yang tidak mengetahui tentang peraturan
daerah tersebut, kemudia GB yang pada awalnya telah melakukan pembayaran
namu sudah tidak dilanjutkan lagi dengan argumnetasi sudah tidak pernah di
pungut lagi oleh BPPRD ke rumah makannya, sedangkan IR telah menerima
formulir yang berisi pembayaran pajak namu tidk dilakukan dengan alasan bahwa
tidak adanya penjelasan lebih lanjut dan akibat hukum yang di dapat bagi para
pelaku usaha yang tidak menerapkan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014
masih belum pernah di terapkan sehingga hal ini yang akhirnya membuat para
pemilik rumah makan merasa tidak khawatir jika tidak membayar pajak atau
menjadi wajib pajak, sebagaimana pasal 30 sampai pasal 33 peraturan daerah
nomor 20 tahun 2014 sudah sangat jelas memberikan sanksi tegas kepada wajib
pajak maupun petugas pajak yang melanggar ketentuan peraturan tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daearah, Pajak Restoran



THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS IN PALANGKA
RAYACITY NUMBER 20 OF YEAR 2014
ABSTRACT

This study was set in the background by still the original criminal who had been
qualified as your tax taxpayer hasn't done as much as the rule of the section 20 in
2014 on the restaurant tax and the side is also a lack of surveillance and a casual
restaurant ora new feeding house, so that it can also reduce the income to the pad.
Thus the need for a study of the problem especially concerning the 1)
implementation of the number 20 of 2014 area tax administration of the restaurant
tax in the city of palangka raya 2) as a result of the law for business people who
did not act in the city of the 20th year 2014 in the city of Palangkaraya.

This study was a field study, using the method of empirical method, the method of
consolidating the data with observation, interviews and documentation
implementation of the municipal office number 20 in 2014. The subject in this
study is one of the tax authority employees and the territory and plus three
informants from the owner of the diner owner's restaurant and cafe. For data
endorsement used was a source triangulation technique and then analysed through
the stage of collection, repurchase, display and conclusions.

According to the results of the study, it may be concluded that there were still
qualified individuals who were qualified as taxpayers but do not carry out the
obligations as if they did not know the rule of the area, then the first of which had
been made payments but did not go back to the point of having never been
reclaimed by the BPPRD to the restaurant. Whereas it has accepted a form that
demands tax payments but does not make taxes on the basis that there is no
further explanation by any and the law enforcement agencies in the process that
does not apply for businesses that do not apply the rule of the number 20 years of
2014, it has still not been implemented so that it will ultimately make the owners
of the food eat worry not to pay taxes or be obligated to tax it, As stated in
chapters 30 to article 33 of the rule of the 20th year of 2014, it has clearly been
especially clear to strict penalties for both taxes and tax officials who violate the
terms of the ordinance.

key words: implementation, local regulation, restaurant tax.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Otonomi daerah
yang merupakan asensi dari pemerintahan desentralisasi®. Di dalam otonomi
hubungan kewenangan pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara
pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan
rumah tangga daerah.? Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur
dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan.
Kewewnangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah
kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintah daerah kecuali beberapa

unsur yang dipegang oleh pemerintah pusat.®

Dalam hukum positif peraturan daerah tidak lepas dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor
12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

termaktub pada pasal 5 yang berbunyi®:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

! Desentralisasi adalah sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi

kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Lihat, Siswanto Sumarno, Hukum
Pemerinthana Daerah di Indonesia, jakarta:sinar grafika, 2006, h. 11.

2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung: Nusa Media, 2009, h. 83.
3 J. Kaloh, Mencari Otonomi Daerah, Jakarta: Rineka Cipta: 2002, h. 3.

* https://jdih.bapeten.go.id/files/1_000148_1.pdf, di akses pada Rabu 07Januari 2018

pukul 10.55 Wib.



kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;

kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.

Q@ —+~o® o0 T

Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab, di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali
sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota
yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.> Dalam
undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua atas undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 157 telah diatur
sumber pendapatana daerah yang terdiri atas: (a) PAD meliputi hasil, pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah
daerah dapat mengelola dan mengatur pendapatan daerah salah satunya

melalui pajak daerah.

Salah satu produk dari peraturan daerah adalah tentang Pajak Daerah,
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

*Abdul halim dan ibnu Mujib, Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat-Daerah, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2009, h. 76.



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.®

Pemerintah  daerah dalam hal ini pemerintah kota palangka raya
memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan pajak daerah,
beberapa pungutan tersebut diatur dalam peraturan Daerah  masing-
masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Adapun salah satu objek
pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya adalah Pajak Restoran.’

Pajak Restoran dapat dikatakan salah satu potensi yang ada di kota
Palangka Raya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di
mana kegiatan ini dijalankan oleh pelaku restoran, rumah makan, kafetarian
dan kantin dalam hal ini pemilik usuhan wajib menerapkan pajak restoran
dengan ketentuan penghasilan yang didapat lebih dari Rp. 200.000- Rp.
500.000 di kenakan pajak restoran sebesar 5% dan pendapatan lebih dari Rp.
500.000,- dikenakan pajak restoran sebesar 10% berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 tahun 2014 tentang pajak Restoran
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 tahun

2010.8

®Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah, h. 3.

"https://bpprd.palangkaraya.go.id/pajak-daerah/jenis-pajak-daerah/, di akses pada Senin
05 Desember 2017 pukul 21.28 wib.

® Ibid.,



https://bpprd.palangkaraya.go.id/pajak-daerah/jenis-pajak-daerah/

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti, masih banyak restoran,
rumah makan, kafetarian dan kantin yang belum menerapkan peraturan daerah
kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014, dikarenakan para pelaku usaha
tidak mengetahui terkait peraturan daerah tersebut pelaku usaha beranggapan
pengurusan hanya sampai kepada pengurusan ijin usaha.”  Sedangkan
Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai
persilangan kepentingan masyarakat.’® melihat adanya permasalahan yang
terjadi dengan tidak meratanya penerapan peraturan daerah tesebut perlunya
peningkatan kinerja pemerintah dalam hal ini yang telah di tunjuk oleh
Walikota Palangka Raya untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah
adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota
Palangka Raya karena dalam hasil observasi sementara peneliti, belum
maksimalnya peran atau strategi dari BPPRD kota Palangka Raya untuk
meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan di terapkannya peraturan

daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014.

Masalah yang timbul setelah ditetapkannya peraturan daerah tersebut
adalah terletak pada konsumen yang harus membayar pajak sebesar 5-10%
atas pembelian produk makanan atau minuman di Restoran, rumah makan
kafetarian dan kantin, namun fokus masalah penelitian ini adalah terletak pada

implementasi peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 2 tahun 2014 yang

% Hasil wawancara peneliti kepada salah satu pemilik di rumah makan di kota Palangka
Raya dengan SF di rumah makan WIA.

0sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan
Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1,
h.333



masih belum merata diketahui oleh para pelaku usaha yang beranggapan
bahwa hanya restoran saja yang harus membebankan pajak restoran sebesar
10% padahal sudah jelas dalam peraturan daerah tersebut bahwa Restoran
yang dimaksud adalah mencakup rumah makan, kafetarian, kantin, warung,

bar dan juga termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian secara mendalam mengenai implementasi peraturan daerah kota
Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran dan pelaksanaan
jual beli dengan pajak restoran pada konsumen di kota Palangka raya.
Pembahasan ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi pada prodi Hukum
Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Palangkaraya dengan judul
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun

2014 tentang Pajak Restoran”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 tentang
pajak restoran di Kota Palangka Raya ?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan peraturan

daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka Raya?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :
1. Mengetahui dan memahami implementasi peraturan daerah nomor 20
tahun 2014 di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui dan memahami Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak
melaksanakan peraturan daerah nomor 20 tahun 2014 di kota Palangka

Raya.

D. Kegunaan penelitian
Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2014” adalah bentuk dari keingintahuan
penulis mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam
kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang
diharapakan sebagai berikut :
1. Secara teoritis
a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi
pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan
dengan muamalah atau hukum ekonomi syari’ah.
b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat
dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperolah gelar Sarjana Hukum

(SH) pada Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya.



b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung
dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka
memberikan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam.

c. Memberikan masukan pemikiran kepada Pemerintah Kota Palangka
Raya dalam hal ini Badan Pegelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
(BPPRD).

d. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada para pelaku

usaha sebagai salah satu acuan dalam berbisnis



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Tinjauan pustaka merupakan Kkajian tentang teori-teori yang
diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian
yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian,
berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil

penelitian tentang Pajak Restoran.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Riyan Yari Hidayat dengan judul
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan
Singingi. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pajak restoran di daerah
tersebu dapat meningkatan pendapatan daerah dengan strategi-strategi yang
dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi selaku pihak peyelenggara.™

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pajak
Restoran.Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut
membahas mengenai peningkatan pendapatan atas pajak restoran,sedangkan
dalam penelitian ini membahas aturan dan penerapan dari pajak restoran

tersebut.

YRiyan yari Hidayat, Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten
Kuantan Singingi, Program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan IImu Sosisal UIN
Sultasn Syarif Kasim Pekanbaru, 2012, Skripsi, tt



Kedua,skripsi yang ditulis oleh Retno Nilasari, dengan judul Analsisi
Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Terhadap
Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah
Jakarta Pusat ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
kepatuhan wajiba pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah.
Hasil uji dari penelitian ini menunj@kkan bahwa secara stimultan pajak hotel
dan restoran mempengaruhi penerimaan penerimaan pajak daerah.*?

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi, dengan judul
Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam
Prespektif Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pendapatan  asli daerah  dapat  di dorong dengan  cara
menerapkan/mengimplementasikan suatu peraturan daerah terkait pendapatan
asli daerah (PAD) dengan berdasrkan pemerintahan yang baik (good
goverment). Sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi dapat dikaji dan
diatasi secara bersamaan selaras dengan kewenanga daerah mengelola
otonomi daerahnya.*®

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi

suatu peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Adapun yang

!?Retno Nilasari, Analsisi Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran
Terhadap Penrimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta
Pusat 1), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,
2008, skripsi, tt.

B Arif Fahmi, Implementasi Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam
Prespektif Otonomi Daerah, jurusan ilmu hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum universitas islam
negeri sunan kalijaga, jogjakarta, 2014, skripsi.



10

menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai

implementasi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah (PAD),

sedangkan dalam penelitian ini membahas salah satu faktor yang mampu

meningkatkan pendapatan asil daerah (PAD) yakni terkait implementasi

Peraturan daerah tentang pajak restoran.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan

para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL1

PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN POSISI PENELITIAN

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan/posisi
Penelitian

1. | Riyan Yari Hidayat Sama-sama Penelitian yang dilakukan
. _ meneliti oleh- Muhammad Wahyu
“Strategi - Peningkatan | masalah  Pajak | Hidayat ini adalah meneliti
Penerimaan Pajak | Restoran strategi  dari pemerintah
Restoran di Kabupaten daerah  dalam hal ini
Kuantan Singingi.” dispenda  dalam  hal
peningkatan  pendapatan
daerah  melalui  pajak
restoran, sedangkan yang
akan penulis teliti yakni
implementasi  peraturan
daerah kota palangka raya

nomor 20 tahun 2014.
2. | Retno Nilasari, Sama-sama Penelitian yang dilakukan
o meneliti oleh Retno Nilasari adalah
Analsisi Pengaruh | masalah  Pajak | meneliti pengaruh
Tingkat  Kepatuhan | Regtoran kepatuhan wajiba pajak
Wajib Pajak Hotel dan hotel dan restoran terhadap
Restoran  Terhadap penerimaan pajak daerah
Penrimaan ~  Pajak sedangkan yang akan
Daerah (Studi  Kasus penulis  teliti  yakni
pada  Suku  Dinas implementasi  peraturan
Pendapatan  Daerah daerah kota palangka raya

nomor 20 tahun 2014 serta

10
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Jakarta Pusat ) faktor yang mempengaruhi
pelaksanaannya.
3. | Arif Fahmi Sama-sama Penelitia yang dilakukan
) meneliti terkait | olenh Arif Fahmi adalah
Implementasi suatu peraturan | terkait dengan
Peraturan Daerah NO.4 | yang ditetapkan | implementasi  peraturan
Tahun 2010 Tentang | geh daerah/ | daerah tentang
Penyelenggaraan implementasi | penyelenggaraan
Kepariwisataan peraturan daerah | kepariwisataan  terhadap
Terhadap Peningkatan peningkatan  pendapatan
Pendapatan Asli suatu daerah yang ditinjau
Daerah (PAD) Dalam dari  otonoi  daerah,
Prespektif ~ Otonomi sedangkan  yang akan
Daerah. penulis  teliti  adalah

implementasi  peraturan
daerah yang merupakan
salah satu peningkatan
pendaptan asli  daerah
yaitu tentang pajak
restoran.

Selanjutnya, dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung
tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu : bahwa dalam skripsi ini penulis
akan meneliti terkait implementasi peraturan daerah Kota Palangka Raya

nomor 20 tahun 2014 tentang Pajak Restoran.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun
melakukan observasi dan penelitian yang semaksimal mungkin serta
menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan
gambaran mengenai Implementasi Peraturan daerah kota Palangka Raya

nomor 20 tahun 2014Tentang Pajak Restoran.

11
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B. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Hukum

Teori hukum tentang kedaulatan (souvereignity) sangat terkait
dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme
inilah yang banyak membahas persoalan ini. Yang dimaksud dengan
kedaulatan (souveregnity) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan
tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya,
yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi
tujuan dari suatu suatu negara, dan mengatur berbagai aspek
pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang,
menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut
pajak, menciptakan peraturan daerahmaian dan menyatakan perang,

menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.™

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip
kewenangan (power). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau
power adalah suatu kebebasan (liberty), kekuasaan (authority), atau
kemampuan (ability) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan
untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu

efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.™

¥ Munir Fuady, teori-teori besar(grand Theory) dalam Hukum, Jakarta: KENCANA
Prenada Media Group, 2013, h. 91.
*® Ibid., h. 92

12
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Selain daripada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum
yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat yang di dalamnya tentu
terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan “pihak pemangku
kedaulatan™ (sovereign person). Asusmsi hukum ini sangat mendasar dan
fundamental dalam sistem hukum. Pihak pemangku kewenangan ini
dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan “pejabat yang berdaulat,”
baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun
tingkat nasional. Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan
merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan

menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat.'®

Bentuk pemerintahan yang demorkratis, totaliteir, autokrasi,
republik, kerajaan, semuanya tidak mungkin berlangsung dalam suatu
negara tanpa adanya unsur kedaulatan, karena itu ada yang namanya
pemangku kedaulatan, dalam negara demokrasi  kedaulatan
dipangku/dipegang oleh rakyat, tetapi di dalam negara totaliter,
kedaulatan dipegang oleh penguasa, sementara di negara teokrasi,
kedaulatan ada di tangan Tuhan. Di samping itu, di dalam hukum berlaku
juga dengan cukup kuat unsur “keterusan” (continuty), yang tidak
gampang untuk diubah-ubah. Karena itu banyak pranata hukum yang
sebenarnya tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi zaman
kontemporer, tetapi masih saja diberlakukan dengan suatu perubahan

paradigma melalui  perluasan-perluasan  penafsira. Kebanyakan

®1pid.,

13
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perubahan atas hukum akan mendapat tantangannya dalam sistem hukum
itu sendiri, utamanya karena dalam sistem hukum tersebut terdapat unsur

keterusan/kontinuitas (continuity) atau unsur persistensi.*’

Disamping mengandung unsur “kontinuitas” dalam suatu sistem
hukum terkandung juga unsur “mematuhi” (obedience) terhadap kaidah
atau aturan hukum tersebut, atau yang oleh John Austin disebut dengan
Istilah “Kebiasaaan umum untuh patuh”. Ketika suatu hukum sudah
mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh publik maka
akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun ada
orng yang sukar atau bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk
mengikuti kaidah hukum tersebu, karena banyaknya kelemahan yang
terdapat dalam aturan hukum tersebut. Basanya dalam sistem hukum
seperti itu, meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujuan
rakyat, tetapi untuk mengubah suatu sistem hukum yang sudah berlaku
akan sangat memboroskan waktu, tenaga dan biaya. Maka sebelum
aturan hukum tersebut diubah, dia akan tetap berlaku bagi masyarakat
yang bersangkutan, dan akan tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh

pemegang kedaulatandalam negara tersebut.'®

Teori kedaulatan hukum Dalam penelitian ini untuk menganalisis

kedudukan peraturan daerah. Sehingga dengan teori ini akan terlihat

7 bid.,
18 1bid.,
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keberlakuan peraturan daerah dan kewajiban masyarakat untuk menaati

peraturan daerah tersebut.

2. Teori Rekayasa Sosial

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor
hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan
antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan
hubungan interaksi dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial
terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan
hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan
hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah
satu fungis hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial,
atau sarana rekayasa masyarakat (social engineering), suatu istilah yang
pertama kali dicetuskan oleh ahli hukum amerika yag terkenal vyaitu
Rosce Pound.™

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi
sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol
mayarakat,maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan
pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara professional dan
logis, maka tidak disanksikan lagi bahwa produk hukum dapat

mempengaruhi bahkan mengubah senid-sendi kehidupan masyarakat.?

¥ 1bid., h. 248
2 1hid.,
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Hanya saja sebelum suatu produk hukum diubah baik oleh
parlemen, pemerintah atau oleh pengadilan, terlebih dahulu sudah ada
teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin
cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam
masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk
perubahan masyarakat tesebut. Sebaliknya, semakin lamban hukum
merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin Kkecil
fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut, karena
masyarakat sudah terlebih dahulu mengubah dirinya sendiri.?

Perubahan hukum, yang kemudian dapat mengubah suatu
pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai
stimulus sebagai berikut:

a. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma dalam
masyarakat.

b. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus
atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi
sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang
keadilan.

c. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat jauh
ke depan, yang kemudian sedikit demi sedikit memengaruhi

pandangan dan cara hidup masyarakat.

2L 1bid., h. 249.
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d. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta diubahnya
hukum tersebut.

e. Ada ketidakkonsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta
perubahan terhadap hukum tersebut.

f. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan
bentukan baru terhdapa bidang hukum tertentu, seperti penemuan alat
bukti baru untuk membuktikan sesuai fakta.??

Ketika orang mulai menelaah hukum dalam hubungannya dengan
perubahan masyarakat, maka dengan mudah kita dapat menarik suatu
asumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan
dalam masyarakat ikut memberi warna kepada sektor hukum. Hanya saja,
belakangan ini, mulai juga dikaji oleh sosiologi hukum tentang hal yang
sebaliknya, yaitu bagaimanahukum menyebabkan perubahan sosial.?

Teori Rekayasa sosial di gunakan utuk merekayasa masyarakat
khususnya para pemilik restoran untuk membayarkan pajak restoran.

3. Teori efektivitas hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa
Inggris, yaitu effectiveness of the legal theory, bahasa belanda disebut
dengan effctiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermannya, yaitu

wirksamkeit der rechtlichen theorie.?*

% Ibid., h. 250-251

% Ibid., h. 255.

" H. Salim HS dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,
Jakarta: Rajawali Pres, 20013, h. 301
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Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum
yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif
dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya pengaruhnya,
kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil
guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai (tentang undang-undang,
peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan,
(2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4)

hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).?

Hasn kelsen meyajikan definisi tentang efektifitas hukum.

Efektifitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu
cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma
hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar
dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”26

Konep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada
subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau
badan hukum. Orang-ornag tersebut harus melaksanakan hukum sesuai
dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi

hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.?’

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma

hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma

% Departemen pendidikan dan kebudayaan, h. 219
% Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2006, h. 38
%" H. Salim HS dkk, Penerapan Teori,..., h. 301
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hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.
Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan
bersama presiden Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis
merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
adat.?
Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ila
mengemukakan bahwa:
“hukum akan menjadi efetik jika tujuan keberadaan dan
penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak
diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif
secara umum dapat mebuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.
Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara
gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau
menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan
sanggup menyelesaikannya.”?
Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada
perwjudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa

yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan = sosial

kemasyarakatan.®

Kedua pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep
efektifitas hukum namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektifitas
hukum. Dengan melakukakan sistesi terhadap kedau padangan diatas,
maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektifitas hukum. Teori

efektifitas hukum adalah:

2 1bid.,

2 Feliks Thadeus Liwupung, eksistensi dan efektivitas fungsi du’a mo’ang (lembaga Peradilan
Adat dalam penyelesaian sengketa adat bersa hakim peraturan daerahmaian desa di sikkan flores
NTT, tt, h.80

%0'H. salim HS dkk, Penerapan Teori,..., h. 303
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“teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan,
kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan

penerapan hukum.”

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan;
b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.*

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum
yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum
adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati
san dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka
pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam

implementasinya.®®

Howard dan Mummers mengemukakan delapan syarat agar hukum

dapat berlaku secara efektif antara lain adalah :

a. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah
yang mematoki harus dirumuskan dengan jelas dan dapat
dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patoka-patokan yang
jelas seperti itu, orang sulit mengetahui apa yang
sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan
efektif.

b. Undang-undang itu, di mana mungkin, seyogyanya bersifat
melarang, dan bukannya bersifat mengahruskan . dapat

% 1bid.,
%2 1bid.,
% 1bid.,
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dikatakan bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih
mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.

Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah
berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu
sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertyentu,
mungkin saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah
bolh terlalu berat. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding
dengan macam pelanggarannya akan  menimbulkan
keengganan dalam hati para penegak hukum (khususnya para
juri) untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap
orang-orang golongan tertentu.

Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-
perbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada.
Hukumyang dibuat untuk melarang perbuatan-perbiuatan yang
sulit dideteksi tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya
hukum berkehendak mengontrol kepercayaan-kepercayaan
atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
Hukum yang mengandung larangan moral akan jauh efektif
ketimbang hukum yang tak selaras dalam dengan kaidah-
kaidah moral, atau yang netral. Sering kali kita menjumpai
hukum vyang demikian efektifnya, sehingga seolah-olah
kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatan perbuatan
yang tak dikehnedaki itu juga sudah dicegah oleh daya
kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum
yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu
sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang
perbuatanitu, misalnya larangan penunggakan pajak. Hukum
seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum
yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang
bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan
tugas dwngan baik mereka harus mengumumkan undang-
undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara
seragamdan konsisten, serta sedapat mungkin senapas atau
senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin jiga dicoba
dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena aparat-aparat
peneak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu
untuk menyidik dan menuntut pelanggaran-pelanggaran.
Akhirnya, agar suatu undang-undang efektif, suatu standar
hidup sosio-ekonoi yang minimal harus ada di dalam
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masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini ketertiban umum
sedikit atau banyak harus mudah terjaga.>

Dari delapan syarat itu maka hukum dapat dipilih menjadi tiga

syarat supaya aturan hukum dikatakan efektif. Ketiga syarat itu, meiputi:

a. Undang-undangnya;
b. Adanya pelaksana hukum; dan

c. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
Undang-undang yang dibuat dan di tetapkan harus:

a. Dirancang dengan baik;
b. Substansinya meliputi:

1) Bersifat melarang

2) Mengandung sanksinya. Sanksinya tidak terlalu berat;

3) Mengandung moralitas

Pelaksana hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu
sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan. Pelaksana
hukum ini harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Efektivitas hukum
harus diliha pada sosio-ekonomi masyarakat, maka semakin efektif
undang-undang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat yang bersangkutan
tidak ada yang akan melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah

ekonomi masyarakat, maka semakin banyak terjadi pelanggaran hukum.

3% Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi
Peraturan daerah Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,
2008 h. 69-70
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Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat yang ekonominya rendah, maka
akan tingkat pencurian menjadi meningkat jumlahnya.*
Teori ini digunakan untuk menganalisa implementasi peraturan

daerah kota palangka Raya nomor 20 tahun 2014 tentang pajak restoran.

C. Deskripsi Teoritik

1.

2.

Tinjauan umum Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukansetelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
Menurut  Nurdin  Usman,implementasi adalah  bermuara  pada
aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi
bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan.*® Guntur Setiawan berpendapat, implementasi
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi
antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan

pelaksana,birokrasi yang efektif.®’

Tinjauan umum pajak
Menurut Rochmat Soemitro, pajak yaitu iuran rakyat kepada kas

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

% H. Salim HS dkk, Penerapan Teori,..., h. 310

70

% Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2007, h.

%7 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Jakarta: Balai Pustaka,

2004 h. 39

23



24

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.®

Sedangkan menurut  Andriani  dalam  bukunya  Santoso
Brotodiharjo®® Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengantidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah
untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak
setidaknya mengandung 4 unsur : luran/ kontribusi rakyat kepada negara,
Berdasarkanundang-undang, Tanpa kontraprestasi, Dipakai untuk
membiayai rumah tangga negara.

Fungsi pajak : Pajak Setidaknya memiliki dua fungsi yakni:

a. Fungsi Budgeting, yakni sebagai sumber dana/penerimaan negara
b. Fungsi Regulator. Artinya pajak difungsikan sebagai alat untuk
mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

% Mardiasmo, Perpajakan, Andi:Yogyakarta, 2006, h.1.
¥santoso Brotodihardjo, Pengantar 1lmu Hukum Pajak, PT. Refika Adiraman, Bandung,
1991, h.2.
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3. Tinjauan Umum Restoran

Restoran Menurut Marsum “suatu tempat atau bangunan yang
diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan
baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum”. 40

Menurut Endar Sugiarto, dan Sri Sulartiningrum, “Restoran adalah
suatu tempat yang identik dengan jajaran meja-meja yang tersusun rapi,
dengan kehadiran orang, timbulnya aroma semerbak dari dapur dan
pelayanan para pramusaji, berdentingnya bunyi-bunyian kecil karena
persentuhan gelas-gelas kaca, porselin, menyebabkan suasana hidup di
dalamnya”.

Dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, restoran dapat
diklasifikasikan menjadi 3(tiga ) yaitu : Restoran Formal : Pengertian
restoran formal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman
yang dikelola secara komersial dan professional dengan pelayanan yang
eksklusif. Contoh : member restoran, Gourmet, Main dining room, Grilled
Restoran, exsekutive restoran dan sebagainya. Ciri-ciri restoran formal :
Penerimaan pelanggan dengan sistim pemesanan tempat terlebih dahulu,
Para pelanggan terikat menggunakan pakaian resmi, Menu pilihan yang
disediakan adalah menu klasik atau menu Eropa popular, Sistem penyajian
yang dipakai adalah Russian service atau French service atau modifikasi

dari kedua table service tersebut, di sediakan ruangan untuk cocktail selain

ruangan jamuan makan digunakan sebagai tempat untuk minum yang

h.7.

“0 Marsum AW, Restoran dan Segala Permasalahannnya,edisi 1V, Jogjakarta, Andi, 2005
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berakohol sebelum santap malam, dibuka untuk pelayanan makan malam
atau makan siang atau makan malam dan makan siang dan tidak di buka
untuk makan pagi, menyediakan berbagai merek minuman bar secara
lengkap khususnya wine and champagne dari beberapa Negara penghasil
wine di dunia, menyediakan hiburan musik hidup dan tempat untuk
melantai dengan suasana romantis dan exclusive, harga makanan dan
minuman relatife tinggi dibanding harga makanan dan minuman di
restoran informal, penataan bangku dan kursi memiliki area service yang
lebih luas untuk dapat di lewati gueridon, tenaga relatife banyak dengan
standar kebutuhan pramusaji untuk melayani 4-8 pelanggan.

Restoran Informal adalah industry jasa pelayanana dan minuman
yang dikelola secara komersial dan professional dengan lebih
mengutamakan kecepatan  pelayanan, kepraktisan, dan percepatan
frekuensi yang silih berganti pelanggan. Contoh : café, cafeteria, fast food
restoran, coffe shop, bistro, canteen, tavern, family restaurant, pub, service
corner, burger corner, snack bar. Ciri — ciri restoran informal : Harga
makanan dan minuman relative murah, Penerimaan pelanggan tanpa
sistem pemesanan tempat, Para pelanggan yang datang tidak terikat untuk
mengenakan pakaian formal, Sistem penyajian yang dipakai American
Service/ ready plate bahkan self service ataupun counter service, Tidak
menyediakan hiburan musik hidup, Penataan meja dan bangku cukup rapat
antara satu dengan yang lain, Daftar menu oleh pramusaji tidak

dipresentasikan kepada tamu atau pelanggan namun di pampang di counter
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atau langsung di meja makan untuk mempercepat proses pelayanan, menu
yang disediakan sangat terbatas dan membatasi menu-menu yang relative
cepat selesai dimasak, Jumlah tenaga service relative sedikit dengan
standar kebutuhan, 1 pramusaji melayani 12 -16 pelanggan.**

Specialities Restoran adalah industry jasa pelayanan makanan dan
minuman yang dikelola secara komersial dan professional dengan
menyediakan makanan khas dan diikuti dengan sistem penyajian yang
khas dari suatu Negara tersebut.Contoh : Indonesian food restaurant,
Chinese food restaurant, Japanesse food restaurant etc. Ciri ciri specialities
restaurant :Menyediakan sistem pemesanan tempat, Menyediakan menu
khas suatu Negara tertentu, popular dan disenangi banyak pelanggan
secara umum, Sistem penyajian disesuaikan dengan budaya Negara asal
dan dimodifikasi dengan budaya internasional, Hanya dibuka untuk
menyediakan makan siang dan atau makan malam, Menu ala carte
dipresentasikan kepada pelanggan, Biasanya menghadirkan musik/hiburan
khas Negara asal, Harga makanan relative tinggi di banding informal
restaurant dan lebih rendah disbanding formal restaurant, Jumlah tenaga
service sedang, dengan standar kebutuhan 1 pramusaji untuk melayani 8 -

12 pelanggan.*

4. Tinjauan Umum Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

“150ekresno. Manajemen Food and Beverage. Edisi ke I1. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2000, h. 35.
*Ibid.,
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Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemunutan
pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-
Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak
daerah. Semula menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pajak
atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan
restoran. Akan tetapi, berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun
2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang
berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota
untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak
kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu
daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu
menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan
pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau
kota yang bersangkutan.

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran

yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh
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hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar
harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.
Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan jasa restoran denga pengusah restoran, baik langsung
atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang
pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh
subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang
yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib
pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman,
termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan
berkaitan dengan usaha restoran.*

Tarif pajak restoran dan cara pemungutan pajak, tarif pajak
restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan
peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk member keleluasaan kepada pemerintah
kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai
dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Maka, setiap
daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menenapkan besarnya
tariff pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya,

asalkan tidak lebih dari 10%.

“Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retriusi Daerah, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, h.276.
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Cara Perhitungan besarnya pokok pajak restoran yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan
pajak. Secara uum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan
rumus berikut:

Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

= tarif pajak x jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada restoran

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak
kepada restoran “ABC” pada point tariff di atas dan apabila besarnya
tariff pajak yang ditetapkan pada kota di mana restoran “ABC”
berlokasi adalah 10%, maka dapat dihitung besarnya pajak yang

terhutang, yaitu sebesar: 10% x Rp. 150.000,00 = Rp. 15.000,00.*

b. Dasar hukum pemungutan pajak restoran
Dasar hukum pemungutan pajak restoran, pemungutan pajak
restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas
dan kuat sehingga harus diaptuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.
Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau

kota sebagaimana di bawah ini:*®

4411
Ibid.
*Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retriusi Daerah, PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2005, h.272.
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1) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah.

2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak
restoran.

4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak restoran
sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran

pada kabupaten/kota dimaksud.

5. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan
perundang-undangan. Dari pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 10
tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala
daerah.*

Peraturan Daerah merupakan jabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undanagan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang
dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada
diatasnya dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,

*®Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10,0p.cit Pasal 1
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah
daerah lainnya.*’

Dalam hirearki perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-
undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan menjelaskan bahwa kedudukan Peraturan daerah adalah sebagai
berikut;.*®
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
¢. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
d. peraturan pemerintah
e. peraturan presiden
f. peraturan daerah provinsi, dan

g. peraturan daerah kabupaten/kota

“Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik Peraturan Daerah
Partisipatif,(Yogya karta:Kreasi Total Media, 2007), Cet.Ke 1 h. 19
*8Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Pasal 7
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat penelitian
Waktu untuk melakukan penelitian Implementasi Peraturan daerah
Kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014 dilaksanakan selama 6 (enam)
bulan setelah seminar propasal dan mendapat izin penelitian dari Fakultas
Syari’ah TAIN Palangka Raya diterbitkan dan setelah mendapat izin dari
Badan penelitian dan pengembangan Kota Palangka Raya serta Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya dan
restoran/cafe dan rumah makan di kota Palangka Raya yang belum

menerapkan peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 20 tahun 2014.

B. Jenis, Objek dan Subjek penelitian
Penelitian ini  menggunakan Jenis penelitian Yuridis Emupiris.
Pendekatan  Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial
yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup
bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum

positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari
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perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian
lapangan (field researh).*®

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah peraturan daerah
nomor 20 tahun 2014 di Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk subyek dari
penelitian ini adalah pemilik restoran dan Badan pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah (BPPRD) Kota palangka raya.

Adapun Beberapa Restoran yang di teliti memiliki Kriteria sebagai
berikut:
1. Pemilik restoran adalah orang yang beragama Islam
2. Restoran yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun
3. Restoran yang belum menerapkan Peraturan daerah nomor 20 tahun 2014

tentang pajak restoran yang bersedia diteliti.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang
berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil
wawancara.”® Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data
empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan
orang lain.! Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali
mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam

* Adulkadir Muhammmad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Baki,
2004, h. 54

*Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

> Abdulkadi Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum..., h. 170.
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bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.>> Untuk itu
informan dalam penelitian ini adalah peraturan daerah kota Palangka Raya
nomor 20 tahun 2014.
Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku
sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder
penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian
pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.*®
Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penulusuran
internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.>* Buku

yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan

jurnal yang terkait dengan Pajak restoran dan lain-lain.

D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai(interview) yang
membe